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ABSTRAK 

WAHYU JUARI SULISTIONO, 2220421310002, 2024, Implementasi Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Dalam Penanganan Perlindungan Sosial 

Korban Bencana Banjir Di Kabupaten Tanah Laut, Program Studi Magister Ilmu 

Pemerintahan, Universitas Lambung Mangkurat, dibawah bimbingan                                      

Bapak Dr. Gazali Rahman, M.Si  

 Penelitian ini brtujuan untuk menganalisis pengimplementasian Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Dalam Penanganan Perlindungan Sosial 

Korban Bencana Banjir Di Kabupaten Tanah Laut, Pendekatan penelitian adalah 

dengan kualitatif dengan Lokasi di Kabupaten Tanah Laut. Sumber data berasal dari 

data primer dan sekunder , yang dikumpulkan dengan Teknik wawancara , observasi, 

dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis kualitatif model dari 

Miles dan Huberman yang terdari dari reduksi data, penyajian data, dan Kesimpulan. 

Kredibilitas data dengan Triangulasi. 

 Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengadopsi 

kerangka kerja yang terstandarisasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal. Namun, implementasi ini menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan 

dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terdampak, keterlambatan BPBD 

dalam mengeluarkan Tanggap Darurat, serta kurang optimalnya anggaran yang 

tersedia. Kendala-kendala ini menghambat efektivitas penanganan bencana dan 

memerlukan koordinasi yang lebih baik antar SKPD untuk meningkatkan respons 

terhadap bencana banjir. Dinas Sosial memegang peran penting dalam implementasi 

SPM, dengan tanggung jawab menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 

(PPKS) luar panti. Lima dasar SPM Bidang Sosial yang menjadi fokus dalam 

penanganan PPKS adalah korban bencana, disabilitas luar panti, lanjut usia terlantar, 

anak terlantar, dan gelandangan/pengemis. Pelaksanaan SPM ini melibatkan proses 

perencanaan yang terintegrasi dalam Renstra dan Renja, persiapan intervensi saat 

terjadi bencana, serta pengawasan dan evaluasi pasca intervensi. 

 Kesimpulan Penelitian ini implementasi SPM ini masih menghadapi berbagai 

kendala yang signifikan. Kendala tersebut meliputi kesulitan dalam memberikan 

pemahaman kepada masyarakat terdampak, keterlambatan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) dalam mengeluarkan Tanggap Darurat, dan kurang 

optimalnya anggaran yang tersedia. Selain itu, jumlah dan kompetensi personel yang 

terlibat dalam penanganan bencana juga menjadi faktor kunci yang mempengaruhi 

efektivitas respons. Proses identifikasi korban dan penyusunan data awal, meskipun 

memakan waktu, sangat penting untuk memastikan respons yang efektif. 

Kata Kunci :Implementasi, Perlindungan Sosial Korban Bencana Banjir, SPM Bidang 

Sosial 



 

 

 

v 
 

ABSTRACT 

WAHYU JUARI SULISTIONO, 2220421310002, 2024, Implementation of Minimum 

Service Standards (MSS) in the Social Sector in Handling Social Protection for Flood 

Disaster Victims in Tanah Laut Regency, Master of Government Studies Program, 

Lambung Mangkurat University, under the guidance of Mr. Dr. Gazali Rahman, M.Si 

 This study aims to analyze the implementation of Minimum Service Standards 

(SPM) in the Social Sector in Handling Social Protection for Flood Victims in Tanah 

Laut Regency. The research approach is qualitative with a location in Tanah Laut 

Regency. Data sources come from primary and secondary data, collected using 

interview techniques, observation, and documentation. Data analysis uses a qualitative 

analysis model from Miles and Huberman which consists of data reduction, data 

presentation, and conclusions. Data credibility with Triangulation. 

 The results of this study indicate that the government has adopted a 

standardized framework based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of 

the Republic of Indonesia Number 59 of 2021 concerning the Implementation of 

Minimum Service Standards. However, this implementation faces various obstacles, 

such as difficulties in providing understanding to affected communities, delays in 

BPBD in issuing Emergency Responses, and less than optimal available budgets. These 

obstacles hinder the effectiveness of disaster management and require better 

coordination between SKPDs to improve the response to flood disasters. The Social 

Service plays an important role in the implementation of SPM, with the responsibility 

of handling Social Welfare Service Needs (PPKS) outside the institution. The five basic 

SPMs in the Social Sector that are the focus in handling PPKS are disaster victims, 

disabilities outside the institution, neglected elderly people, neglected children, and 

vagrants/beggars. The implementation of this MSS involves an integrated planning 

process in the Renstra and Renja, preparation for interventions during disasters, and 

post-intervention monitoring and evaluation. 

 ConclusionThis research on the implementation of MSS still faces various 

significant obstacles. These obstacles include difficulties in providing understanding to 

the affected community, delays in the Regional Disaster Management Agency (BPBD) 

in issuing Emergency Response, and less than optimal available budget. In addition, 

the number and competence of personnel involved in disaster management are also key 

factors influencing the effectiveness of the response. The process of identifying victims 

and compiling initial data, although time consuming, is very important to ensure an 

effective response. 

Keywords: Implementation, Social Protection for Flood Disaster Victims, MSS in the 

Social Sector 
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